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KEPUTUSAN
NOMOR: 140

PENGESAHAN WALI NAGARI

NTAK TAHUN 2018
ULU TAPAN

PERIODE TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN 2024
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

a. bahwa telah ditetapkannya Wali Nagari terpilih di Kecamatan
Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupatcn Pesisir Selatan periode
Tahun 2018 sampai dengan 2024 oleh Badan Permusyawaratan
Nagari masing-masing Nagari pada Pemilihan Wali Nagari secara
serentak tanggal 3 Mei 2018 yakni Nagari Limau Purut Tapan,
Nagari Talang Balarik Tapan, Nagari Tebing Tinggi Tapan, Nagari
Kampung Tengah Tapan, dan Nagari Simpang Gunung Tapan
akan berakhir pada tanggal 15 Desember 2017;

b.bahwa berdasarkan Pasal 99 ayal (4) Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatin Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari,
dinyatakan bahwa Bupati mengesahkan Calon Wali Nagari
terpilih menjadi Wali Nagari paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari
Badan Permusyawaratan Nagari dalam bentuk Keputusan
Bupati; -

c. bahwa berdasarkan surat Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
Kabupaten Pesisir Selatan nomor: 140/ 151/CRAH/2018
tanggal 5 Mei 2018 perihal Keputusan Badan Permusyawaratan
Nagari tentang penctapan Wali Nagari Terpilih hasil Pemilihan
Wali Nagari Serentak Tahun 2018, perlu disahkan dengan
Keputusan Bupati Pesisir Selatan;

d. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Pesisir
Selatan tentang Pemburhentian  Penjabat Wali Nagari dan
Pengesahan Wali Nugari Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak
Tahun 2018 Pada Lima Nagari di Kecamatan Ranah Ampek
Hulu Tapan Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024

Kabupaten Pesisir Sclatun;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabup:ten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia 7Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Repullik Indonesia Nomor 16431+
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2. Undang-Undang Nomo: 33 Tahun 2004 tcntang_Pcrimbangan
Keuangan Antara Pemrintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.

Tambahan Lembaran Ne zara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indon:sia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

mbaran Negara Repulilik Indonesia Nomor 5495);

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Ncoara Republik Indonesia Tahun 2014
nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimina telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang - Unlang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nom r 5679);

S. Undan_g-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembara; Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Ur.dang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539),
sebagaimana telah diubth dengan Pcraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 :entang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pcngawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Nczara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalai1 Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hi:kum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalar 1 Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Des:, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dala:n Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112

Tahun 2014 tentang Pcriilihan Kepala Desa;
Peraturan Daerah Propii.si Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007

tentang Pokok-Pokol: Pcinerintahan Nagari;
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun

2016 tentang Nagari;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 201.6 tentang
Wali Nagari

Pedoman Teknis P 'aksanaan  Pemilihan

i i i Pesisir
sebagaimana telah dit »ah cngan Peraturan Bupatl
- ntang Perubahan Atas Peraturan

Selatan Nomor 4 Taliun 2018 (¢
Bupati Pesisir Sclatan |'omor 21 Tahun ?016 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Pen-ilihan Wali Nagari.
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12.

Dipindai dengan CamScanner




MEMUTUSKAN :

;\?emb.el‘hentikan dengan hormat DPenjabat Wali Nagari Pada Lima
S&gan di Kecamatan Ranah Ampck Hulu Tapan Kabupaten Pesisir

el . :
bag?tans sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ dan merupakan
menan yang tidak terpisahkati dari Keputusan Bupati ini, serta
Bucapkan terima kasih nlas jnsa-jasa dan pengabdian yang telah

diber
rik ;
an selama menjalankan tugas.

KEDuya

Pen )
Tahlgjisaggn Wali Nn_gari Terpilih - Pemilihan Wali Nagari Serentak
Tapan K b18 Pada Ll'm.n Nagari di Kecamatan Ranah Ampek Hulu
2024 ¢ ‘; upaten Pesisir Sclatan Periode Tahun 2018 sampai dengan
bagian ;agga:{gaia tercantum dalim Lampiran Il dan merupakan
: g tdak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, terhitun
Sejak tangga] pelantikan. g P ’ g

KETIGA : ;
. I%E%&gz Wali Nagau:i terpilih  sebagaimana dimaksud pada Diktum
et mempunyai kedudukan, tugas, kewenangan dan kewajiban
Sei gaimana diatur dalnm_ Peraluran Dacrah Kabupaten Pesisir
atan Nomor 2 Tahllm 2016 tentang Nagari, dan berhak memperoleh
e llzenghasllan tetap setiap hulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan
€mampuan Keuangan Pcmcrintahan Nagari yang dituangkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Bclanja Pemerintahan Nagari.

KEEMPAT - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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LAMPIRANT .
'+ KepuTygay BUPATI py;

NOMOR . SISIR SELATAN
o ; 140/m;3, /Kpts/BPT-ps /2018
GAL : | mm 2018

T
ENTANG :ggMBEI‘QI-IENTmN PENJABAT WALI
WAI;:JGE&»AEMN WALI NAGARI TERPILIH PEMILIHAN
I NAGAR] SERENTAK TAHUN 2018 PADA LIMA
NAGARI DI KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN pEgisiR SELATAN P

SAMPA] DIENGAN 2024

'

{ NAMA DAN NIP JADBATAN

NAGARI DAN

ERIODE TAHUN 2018

nam ] i i
a Penjabat wajj Nagari Pada Limg Nagari Di Kecamatan Ranah Ampek Hulu

KETR

1

Nip. 19631231 198603 *xx% | Tapan

ZULKARDI :
f__'————- Penjabat Wali Nagari Limau Purut

Nip.19770412 200701 #%%% | Tapan

——-——____..__DENT SUSILA, SE Penjahat Wali Nagari Talang Balirik

FATRIALISMAN, S Hut

Penjabat Wali Nagari Tebing Tinggi

3
f Nip.19790919 200604 444+ | Tapan o
4 MIFTAHUDIN, SH Penjabat Wali Nagari Kampung'
Nip.19791212 200604 x%x%% | Tengah Tapan
: = M. IKHSAN Penjabat Wali Nagari Simpang
J , Nip.19641231 198610 %x%% Gunung Tapan
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KEPUTUSAN BUPAT] PESISIR SELATAN

NOMOR :
| TANGGAL . 1":0/‘?3 /Kpts/BPT-PS/2018
' ' MEI 2018
Y TENTANG
, gngERI-HGN'l‘IAN PENJABAT WALI NAGARI DAN
S GESAIIAN WALl NAGARI TERPILIH PEMILIHAN
4 LI NAGARI SERENTAK TAHUN 2018 PADA LIMA
KAA‘}GARIJI‘N KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
BUPATIKN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2018
SAMPAI DIXNGAN 2024
Nama-Nama Wali i il ;
Tapan a Wali Nagari Terpilih Pada l.ima Nagari Di Kecamatan Ranah Ampek Hulu
NO NAMA JABATAN KETR.
1 | SURIANTO Wali Nagari Limau Purut Tapan
2 | ALFIAN Wali Nagari Talang Balirik Tapan
. 3 | JONASRI Wali Nagari Tebing Tinggi Tapan
i Tain Wali Nagari Kampung Tengah
Tapan
Wali Nagari Simpang Gunun
S | ANDRIADI e d &

Tapan
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